KAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN BINAAN DI KOTA DEPOK by Syarmalina, Amanda Ayulindia et al.
Seminar Nasional Cendekiawan ke 3 Tahun 2017 ISSN (P) : 2460 - 8696
Buku 2 ISSN (E) : 2540 - 7589
23
KAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN BINAAN DI KOTA DEPOK
Amanda Ayulindia Syarmalina 1), Endrawati Fatimah 2), Anita Sitawati 3)
Jurusan Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti
mandaayulindia@yahoo.com
Abstrak
Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Depok sebesar 6% tiap
tahunnnya.Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berpengaruh terhadap mutu kualitas
lingkungan dan berimbas kepada menurunnya kualitas hidup manusia di lingkungan terkait.
Disamping itu pertumbuhan penduduk yang pesat juga diikuti dengan tingginya intensitas
pembangunan di Kota Depok. Berdasarkan fakta tersebut maka diperlukan adanya
perencanaan dalam pengembangan Kota Depok sehingga terwujudnya kota Depok yang
berkelanjutan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan
fisik binaan di Kota Depok sehingga dapat terumuskannya usulan dalam pengembangan
kualitas lingkungan di Kota Depok. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif dengan teknik analisis spasial , scoring dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa dari enam variabel yang digunakan sebagai indikator untuk menilai
kualitas lingkungan binaan hanya dua variabel yang bernilai relatif baik (pelayanan
pendidikan dan kesehatan) dan satu variabel bernilai relatif buruk (pelayanan
persampahan), ketiga variabel lainnya bernilai beragam (Pelayanan air bersih, pelayanan
limbah, dan kondisi permukiman). Oleh karenannya perlu ada upaya dari pemerintah dan
masyarakat untuk meningkatkan mutu kualitas lingkungan binaan di Kota Depok.
Kata Kunci: Kualitas lingkungan, Lingkungan binaan, berkelanjutan
Pendahuluan
Jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 240 ribu juta jiwa dan dari jumlah
tersebut sebesar 56% penduduk berada di kawasan perkotaan. Sementara pada tahun
2010 sendiri hanya sebanyak 49,8% penduduk dari total 237,6 ribu juta jiwa yang tinggal di
kawasan perkotaan. Budiharjo (2014) juga menyatakan bahwa abad 21 dicanangkan
sebagai abad perkotaan. Jumlah penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan pada
tahun 2015 sendiri hanya sejumlah 54% dan diprediksikan pada tahun 2050 jumlah ini akan
meningkat menjadi 66% (Budiharjo,2014). Kota Depok merupakan salah satu kota yang
berfungsi sebagai kota atau daerah penyangga bagi Kota Jakarta. Hal ini dicantumkan
telah dicantumkan dalam UU No. 15 Tahun 1999 dimana, dalam undang-undang tersebut
juga dijelaskan mengenai perubahan status Kota Depok menjadi sebuah Kotamadya/Kota.
Setelah dari penetapan tersebut, Kota Depok berkembang sangat pesat. Pembangunan
dan pengembangan wilayah terjadi di setiap daerah di Kota Depok guna memenuhi
kebutuhan dari penduduk Kota Depok yang semakin bertambah.
Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Depok sendiri mencatat pertumbuhan
penduduk yang terjadi di Kota Depok menjadi 6% tiap tahunnya. Data yang dicatat oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) meneyebutkan bahwa pada tahun 2012 sendiri penduduk Kota
Depok berjumlah 1.898.567 Jiwa. Jumlah tersebut terus berkembang setiap tahunnya
hingga mencapai jumlah 1.962.160 Jiwa pada tahun 2013 dan 2.033.508 Jiwa pada tahun
2014. Dengan bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk ini maka akan berdampak
terhadap kualitas lingkungan kota tersebut. Kustiwan (2009) menyatakan bahwa
pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan penduduk telah menyebabkan
penurunan mutu lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi semakin tinggi di
kawasan perkotaan ini akan berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan kawsan
perkotaan terkait sehingga dapat berimbas kepada menurunnya kualitas hidup manusia di
kawasan perkotaan tersebut (Taufik, 2013)
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Berhubungan dengan terjadinya permasalahan lingkungan di perkotaan sendiri
maka penting adanya untuk dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan perkotaan itu
sendiri. Hal ini tentunya bertujuan untuk menekan terjadinya degradasi lingkungan
perkotaan. Sama hal nya di Kota Depok sendiri, oleh karena dengan meningkatnya jumlah
dan kepadatan penduduk di Kota Depok maka diperlukan adanya perencanaan dalam
pengelolaan lingkungan Kota Depok agar dalam rencana pengembangan Kota Depok
kedepannya dapat menjadi berkelanjutan. Hal ini tentu sesuai dengan Misi Kota Depok
yang tercantum dalam RTRW yakni, menjadikan Kota Depok sebagai daerah permukiman
yang layak huni dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini
sendiri berfungsi untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan fisik binaan di Kota Depok
sehingga dapat terumuskannya usulan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungannya.
Studi Pustaka
Kondisi kualitas lingkungan binaan di perkotaan sesuai dengan konsep elemen
doxiadis terdiri dari elemen shell (ruang kehidupan/fisik hunian) dan network
(Jaringan/Utilitas). Penilaian terhadap fisik hunian sendiri dapat dilihat dari prosentase
keteraturan perumahan di kawsan perkotaan itu sendiri. Fatimah (2009,2010), dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa suatu lingkungan perumahan dikatakan baik apabila
luasan dari perumahan teraturnya lebih banyak daripada luasan perumahan tidak teratur.
Sumunar (2002) juga menyatakan bahwa salah satu penyebab merosotnya kualitas
lingkungan permukiman adalah dengan timbulnya perumahan yang tidak ditata secara
teratur. Maka dapat dikatakan bahwa kondisi kualitas lingkungan buatan dipengaruhi oleh
keteraturan lingkungan perumahan di dalam kawasan perkotaan itu sendiri.
Terdapatnya permukiman yang minim prasarana lingkungan juga menjadi salah
satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan kota tersebut
Metodelogi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan mencakup 11
kecamatan yang ada di Kota Depok. Oleh karenanya, skala data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah berupa skala data kecamatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif. Sementara, teknik pengumpulan data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang
berasal dari survey instansi dan juga kajian literatur.
Penelitian ini terfokuskan pada aspek lingkungan fisik binaan dengan menggunakan
enam variabel sebagai indikator untuk menilai aspek ini yakni, kondisi permukiman, sarana
pelayanan kesehatan, sarana pelayanan pendidikan, pelayanan persampahan, pelayanan
air bersih, dan pelayanan air limbah. Selanjutnya,metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, metode analisis skoring, dan
metode analisis spasial.
Hasil dan Pembahasan
Untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan fisik binaan di Kota Depok ini,
digunakan enam indikator yakni, kondisi pelayanan persampahan, kondisi pelayanan
sarana keseatan, kondisi pelayanan sarana pendidikan, kondisi pelayanan air bersih,
kondisi pelayanan air limbah, dan kondisi permukiman di Kota Depok. Berdasarkan enam
indikator yang di pakai tersebut, hanya dua indikator yang bernilai relatif baik di seluruh
kecamatan di Kota Depok. Kedua indikator tersebut adalah pelayanan sarana kesehatan
dan pelayanan sarana pendidikan. Sementara untuk indikator pelayanan persampahan, di
11 kecamatan yang ada nilai kualitas yang didapat adalah sama yaitu buruk. Disamping
dari ketiga indikator tersebut, tiga indikator lainnya memiliki nilai kualitas yang beragam
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Kondisi pelayanan sarana pendidikan dan kesehatan di 11 kecamatan yang
terdapat di Kota Depok sendiri dikatakan bernilai relatif baik dikarenakan, jumlah dari unit
pelayananya telah mencukupi dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.
Dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Permukiman di Kawasan
perkotaan, telah menjelaskan mengenai standard jumlah untuk masing-masing sarana
perkotaan. Standard jumlah ini didapat dari hasil jumlah minimal untit sarana dibanding
dengan jumlah penduduk total di suatu wilayah. Maka selanjutnya didapatkan
perbandingan nilai kualitas sebagai berikut :
Tabel 1
Penilaian Kondisi Kualitas Sarana Kesehatan dan Pendidikan di Kota Depok
Kecamatan Sarana Kesehatan
(Tersedia/Dibutuhkan)
Sarana Pendidikan
(Tersedia/ Dibutuhkan)
Kualitas
RS RS
Bersalin
Puskesma
s
SD SMP SMA
Sawangan 2/- 1/4 5/1 52/24 22/5 12/4 Baik
Bojongsari -/- 1/4 2/1 42/20 27/4 7/4 Baik
Pancoran Mas 5/1 12/8 13/2 78/42 37/10 28/8 Baik
Cipayung 1/- 10/5 3/1 50/25 17/6 10/5 Baik
Sukmajaya 2/1 8/9 4/2 69/45 17/11 8/9 Baik
Cilodong 2/- 9/5 3/1 35/25 11/6 6/5 Baik
Cimanggis 5/1 13/9 5/2 64/45 26/11 12/9 Baik
Tapos -/1 -/8 6/2 58/40 22/10 4/8 Baik
Beji 2/- 1/6 5/2 56/33 13/8 5/6 Baik
Limo -/- 1/3 2/- 26/17 13/4 3/3 Baik
Cinere 1/- 12/4 13/1 21/20 9/5 4/4 Baik
Sumber : Hasil Analisis Data, 2017
Berbeda dengan kondisi pelayanan sarana, kondisi pelayanan persampahan di
Kota Depok memiliki nilai kualitas buruk di sebelas kecamatanya. Dalam KepMen PU No.
534/KPTS/M/2001 menjelaskan indikator dari bidang pelayanan sampah di perkotaan
sendiri dapat dilihat dari tingkat penanganan jumlah timbulan sampah terhadap jumlah
penduduk kotanya. Sementara cakupan kualitasnya adalah sebesar 80% dari jumlah
penduduk Kota yang terlayani. Cakupan ini kemudian dapat dijadikan suatu parameter
untuk menentukan ambang batas kualitasw pelayanan persampahan di Kota tersebut.
Apabila penilaiannya berada dibawah ambang batas parameter maka dapat dikatakan
bahwa standar pelayanan masih dibawah kualitas, sehingga dikatakan buruk.
Status lingkungan hidup pada tahun 2014 memperkirakan jumlah timbulan sampah
yang dihasilkan secara keseluruhan adalah sejumlah 140. 603 juta litter/ tahunnya. Namun
dengan jumlah yang begitu banyak ini hanya sebesar 594 juta litter/ tahun sampah di Kota
Depok yang dapat terangkut. Sampah-sampah ini sendiri pada dasarnya berasal dari hasil
sisa limbah rumah tangga maupun dari hasil sisa kegiatan non rumah tangga. Berikut
adalah hasil penilaian kondisi pelayanan persampahan kecamatan per kecamatan di Kota
Depok ditinjau dari jumlah sampah terangkutnya :
Tabel 2
Prosentase Sampah Rumah Tangga yang Terangkut
Kecamatan Jumlah
Rumah
Tangga
Rumah Tangga
dengan Sampah
Terangkut
Prosentase Kualitas
Sawangan 29,900 21,243 71% Buruk
Bojongsari 14,951 10,622 71% Buruk
Pancoran Mas 44,916 30,800 69% Buruk
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Cipayunng 22,458 15,400 69% Buruk
Sukmajaya 23,356 11,002 47% Buruk
Cilodong 46,710 22,003 47% Buruk
Cimanggis 63,987 47,846 75% Buruk
Tapos 31,994 23,924 75% Buruk
Beji 37,848 26,311 70% Buruk
Limo 13,384 10,243 77% Buruk
Sumber :Hasil Analisi, 2017
Berdasarkan dari hasil penilaian tersebut maka pemerintah Kota Depok masih
harus berusaha membenahi bidang pelayanan persampahan di Kota Depok sendiri.
Mengingat dengan perkembangan dan pembangunan Kota Depok, sampah domestik yang
dihasilkan ini akan terus bertambah jumlah timbulannya, terutama pada daerah pusat-pusat
pertumbuhan kota. Laporan status lingkungan hidup Kota Depok sendiri mengatakan
secara umum,yang menjadi faktor peningkatan jumlah timbulan sampah di Kota Depok
sendiri adalah :
a. Laju pertumbuhan penduduk
b. Peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan
c. Perubahan konsumsi penduduk kota
d. Pergeseran teknik penanganan makan, maksudnya adalah perubahan teknik konsumsi
menjadi menggunakan makan kemasan ataupun makanan kaleng
Apabila masalah pelayanan sampah di Kota Depok tidak diperhatikan dan
ditingkatkan maka akibatnya akan dirasakan kembali oleh lingkungan Kota Depok sendiri.
Timbulan sampah yang tidak terangkut ini oleh penduduk cenderung dibuang ke sungai
maupun ke lahan kosong (Data Podes Kota Depok 2014). Hal ini tentunya dapat
berdampak terhadap pencemaran air sungai, pencemaran udara, dan juga pencemaran
tanah, karena endapan sampah yang dibiarkan terbengkalai di lahan kosong. Bakteri
pengurai sampah ini lama-lama akan mencemari lahan tersebut (SarSanDas Kota Depok).
Selain dari ketiga indikator diatas kualitas lingkungan fisik binaan ini juga ditinjau dari
kondisi kualitas pelayanan air bersih, kondisi kualitas pelayanan air limbah, dan kondisi
permukimannya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas air bersih di Kota
Depok ini diambil sesuai dengan SPM KepMen PU 534/KPTS/M/2001 mengenai standar
pelayanan lingkungan di kawasan perkotaan. Dalam KepMen PU 534/KPTS/M/2001
dikatakan bahwa prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan cakupan minimal
penduduk terlayani adalah sebanyak 55% dari jumlah total penduduk. Maka untuk
penilaiannya sendiri dapat di klasifikasikan baik dan buruk. Berdasarkan standar parameter
yang digunakan, maka kualitas air bersih dapat dinyatakan baik apabila nilai dari penduduk
yang terlayani melebihi nilai ambang batas parameter yang ditetapkan. Sementara
penilaian buruk akan diberikan apabila nilai dari penduduk yang terlayani masih dibawah
ambang batas parameter yang telah ditetapkan
Dilihat secara keseluruhan di Kota Depok sendiri nilai prosentase penduduk yanng
terlayani hanya sejumlah 21%. Prosentase ini sendiri didapat dari hasil pembagian dr
jumlah pelanggan PDAM yang terdaftar hingga tahun 2017 yaitu sebesar 76.198 dibagi
dengan jumlah kepala keluarga total di Kota Depok yaitu, 362.034 dikali dengan 100%.
Jumlah 21% ini sendiri tentunya masih jauh dari nilai standar pelayanan mininal air bersih
untuk di di kawasan perkotaa. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa jumlah
standar minimal untuk pelayan jaringan air bersih di kawasan perkotaan sendiri adalah
sebesar 55%.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejumlah 79% kepala
keluarga lainnya di Kota Depok menggunakan sumber lain untuk dapat memenuhi
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kebutuhan akan air bersih. Data yang didapat dari potensi desa Kota Depok, sejumlah
penduduk lainnya mengunakan sumur bor maupun sumur galian untuk memenuhi
kebutuhannya. Penggunaan sumur bor sebagai sumber air bersih, menurut dari Pendataan
Sarana Sanitasi Dasar Kota Depok, termasuk kedalam klasifikasi buruk.
Sementara untuk kondisi pelayanan air limbah di Kota Depok sendiri hampir 55%
daerah di Kota Depok masih didominasi dengan sistem pembuangan saluran tertutup.
Akibatnya adalah air limbah hasil rumah tangga yang melewati saluran drainase ini akan
langsung dialiri dan dibuang ke sungai tanpa ada adanya seperasi atau pengelolaan
setempat. Hal ini menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai akibat dari pembuangan
limbah cair tersebut.
Pendataan Sarana Sanitasi Dasar Kota Depok mengklasifikasikan penilaian sistem
pembuangan air limbah rumah tangga kedalam dua tingkatan klasifikasi sebagai berikut :
 Klasifikasi baik ditunjukan apabila presentase rumah tangga yang memiliki sistem
pembuangan air limbah dengan sistem saluran tertutup atau berupa peresapan
 Klasifikasi buruk ditunjukan apabila presentase rumah tangga yang memiliki sistem
pembuangan air limbah dengan sistem saluran tertutup atau drainase
Penilaian klasifikasi baik diberikan kepada kecamatan yang menggunakan sistem
lubang resapan sebagai sistem pembuangan limbahnya. Sementara penilaian klasifikasi
buruk diberikan kepada kecamatan yang menggunaka sistem drainase terbuka sebagai
sitem pembuangan limbahnya. Penilai ini sendiri diambil berdasarkan klasifikasi yang telah
ditetapkan oleh SarSanDas Kota Depok.
Berikut adalah tabel hasil dari penilaian kondisi kualitas pelayanan air bersih dan air
limbah di Kota Depok ditinjau melalui per kecamatannya :
Tabel 3
Kondisi Kualitas Air Bersih dan Air Limbah di Kota Depok
Kecamatan
Pelayanan Air Bersih Pelayanan Air Limbah
Pelanggan
PDAM
Prosentase Kualitas Sistem
Pembuangan
Kualitas
Sawangan 1.915 6% Buruk Lubang resapan Baik
Bojongsari 8.419 56% Baik Drainase Buruk
Pancoran Mas 7.202 16% Buruk Drainase Buruk
Cipayung 5.153 23% Buruk Lubang resapan Baik
Sukma Jaya 20.725 89% Baik Drainase Buruk
Cilodong 5.205 11% Buruk Lubang resapan Buruk
Cimanggis 12.773 20% Buruk Drainase Buruk
Tapos 3.413 11% Buruk Lubang resapan Baik
Beji 2.565 7% Buruk Lubang resapan Baik
Limo 2.376 18% Buruk Drainase Buruk
Cinere 6.452 20% Buruk Lubang resapan Baik
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Apabila dilihat secara spasial gambaran kualitas untuk kedua indikator tersebut
ditinjau berdasarkan kondisi kualitasnya adalah sebagai berikut :
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Gambar 1. Peta Kondisi Kualitas Air Bersih Gambar 2. Peta Kondisi Kualitas Limbah
Indikator terakhir yang dilihat untuk mengetahui kualitas dari lingkungan fisik binaan
di Kota Depok adalah dengan mengetahui kondisi permukiman yang terdapat di masing-
masing kecamatan di Kota Depok. Kota Depok memiliki luas wilayah sebesar 20.029
Hektar. Sebesar 64% dari luas wilayah nya diperuntukkan untuk permukiman yaitu seluas
12.884 Hektar. Permukiman di Kota Depok sendiri di dominasi oleh permukiman tidak
teratur yaitu sebesar 9024 Hektar dan sebesar 3859 Hektar merupakan permukiman yang
teratur. Penilaian pola tata letak permukiman dalam suatu wilayah sendiri memiliki
hubungan dengan kualitas permukiman di wilayah tersebut. Penilaian ini dapat dilihat dari
keteraturan letak bangunan. Dalam Ditjen Cipta Karya, Departemen PU 1980 dikatakan
bahwa apabila suatu wilayah memiliki jumlah bangunan permukiman yang teratur lebih
banyak maka klasifikasi wilayah tersebut termasuk kedalam kuliatas permukiman baik.
Tabel 4
Luasan Permukiman Teratur dan Tidak Teratur
Kecamatan Luasan Permukiman Kualitas
Teratur % Tidak
Teratur
%
Sawangan 190,084 24% 598,102 76% Buruk
Bojongsari 341,249 52% 318,672 48% Baik
Pancoran Mas 170,098 15% 963,663 85% Buruk
Cipayung 58,312 12% 432,621 88% Buruk
Sukma Jaya 1436,6 28% 3743,7 72% Buruk
Cilodong 196,300 28% 513,602 72% Buruk
Cimanggis 280,857 25% 849,566 75% Buruk
Tapos 856,238 76% 266,261 24% Baik
Beji 91,561 13% 628,198 87% Buruk
Limo 75,645 16% 388,370 84% Buruk
Cinere 162,168 34% 321,794 66% Buruk
Sumber :Hasil Analisis, 2017
Berdasarkan tabel penilaian diatas maka dapat dilihat bahwa apabila diseusaikan
dengan klasifikasikasi yang telah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya PU, dari sebelas
kecamatan yang terdapat di Kota Depok hanya dua kecamatan yang memiliki nilai
klasifikasi baik. Sementara untuk sembilan kecamatan lainnya masih memiliki nilai kualitas
permukiman buruk. Hal ini disebabkan karena pada sembilan kecamatan ini, jumlah
prosentase luas permukiman tidak teraturnya masih lebih besar daripada luas prosentase
permukiman teraturnya. Berdasarkan dari hal ini maka dapat dilihat bahwa kualitas
permukima di kesembilan kecamatan ini harus kembali ditingkatkan. Terutama dalam hal
jaringan jalan. Karena, letak dari permukiman tidak teratur ini masih tidak mengikuti
kerangka jalan yang ada. Selain itu, letak bangunan yang tidak beraturan mengakibatkan
permukiman terlihat lebih padat dan cenderung tidak berkelanjutan.
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Gambar 3. Peta Persebaran Permukiman Gambar 4. Peta Kondisi Permukiman
Setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing indikator kemudian dilanjutkan
dengan melakukan skoring sederhana untuk akhirnya mengetahui kondisi kualitas
lingkungan fisik binaan di Kota Depok :
Tabel 5
Hasil Skoring Kualitas Lingkungan Fisik Binaan Kota Depok
Kecamatan Kondisi Kualitas Lingkungan Binaan Total Kualitas
Permukiman Air Limbah Air Bersih
Sawangan Buruk Baik Buruk 1 Buruk
Bojongsari Baik Buruk Baik 2 Sedang
Pancoran Mas Buruk Buruk Buruk 0 Sangat Buruk
Cipayung Buruk Baik Buruk 1 Buruk
Sukma Jaya Buruk Buruk Baik 1 Buruk
Cilodong Buruk Buruk Buruk 0 Sangat Buruk
Cimanggis Buruk Buruk Buruk 0 Sangat Buruk
Tapos Baik Baik Buruk 2 Sedang
Beji Buruk Baik Buruk 1 Buruk
Limo Buruk Buruk Buruk 0 Sangat Buruk
Cinere Buruk Baik Buruk 1 Buruk
Sumber : Hasil Analisis Data, 2017
Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hampir dari 11 kecamatan
yang terdapat di Kota Depok sembilan diantaranya masih memerlukan perencanaan yang
lebih baik lagi terutama dalam bidang pelayanan persampahan, yang secara umum masih
bernilai buruk secara keseluruhan. Berikut adalah peta yang menunjukan kualitas
lingkungan fisik binaan di Kota Depok :
Gambar 5. Peta Kondisi Kualitas Lingkungan Fisik Binaan
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Kesimpulan
Secara umum kondisi lingkungan fisik binaan di Kota Depok masih memerlukan
perencanaan dalam hal pengembangan wilayahnya yang juga dapat meningkatkan kualitas
mutu lingkungannya. Terlebih di bidang pelayanan persampahan. Berbagai cara dapat
ditempuh untuk meningkatkan kualitas mutu lingkungan binaan di Kota Depok ini. Peran
serta masyarakat dan pemerintah dirasa perlu untuk dapat meningkatkan kualitas
lingkungan binaan di Kota Depok.
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